SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

1.

2.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan  Daerah  serta  Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

31.

206/PMK.07 /2020 tentang Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1558);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2021 Nomor 5);

32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang

33.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 4);
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 7)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor
41);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :



Menetapkan

PERATURAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

(1)

(2)

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

Pertanggungjawaban

laporan keuangan memuat :

DAERAH

TENTANG

pelaksanaan APBD  berupa

a. Laporan Realisasi Anggaran,;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

@™o oo o

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a.

b.

Pendapatan

Belanja dan transfer
Surplus

Pembiayaan

— Penerimaan

— Pengeluaran
Pembiayaan Netto

Sisa lebih Pembiayaan
Anggaran Sebelum
Koreksi

Koreksi Sisa lebih
Pembiayaan anggaran
Sisa lebih Pembiayaan
anggaran (Setelah
Koreksi)

Rp.
Rp.

Rp

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.752.515.838.351,34
1.652.272.988.543,26

100.242.849.808,08

274.013.502.390,84
0,00

274.013.502.390,84

374.256.352.198,92

9.399.854,95

374.246.952.343,97



Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan
sejumlah Rp 86.773.228.960,34 (Delapan Puluh Enam
Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus
Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh
Rupiah Tiga Puluh Empat Sen) dengan rincian sebagai
berikut :

1. Anggaran
Pendapatan
Setelah Perubahan Rp. 1.665.742.609.391,00
2. Realisasi Rp. 1.752.515.838.351,34
Selisih lebih Rp. 86.773.228.960,34

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer
sejumlah Rp474.456.121.480,74 (Empat Ratus Tujuh
Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam
Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus
Delapan Puluh Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen)
dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja
dan transfer Setelah

Perubahan Rp. 2.126.729.110.024,00
2. Realisasi Rp. 1.652.272.988.543,26
Selisih Kurang Rp. 474.456.121.480,74

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit
sejumlah Rp561.229.350.441,08 (Lima Ratus Enam
Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan
Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat
Puluh Satu Rupiah Delapan Sen) dengan rincian
sebagai berikut :

1. Anggaran
Surplus/Defisit
Setelah Perubahan Rp.  (460.986.500.633,00)
2. Realisasi Rp. 100.242.849.808,08
Selisih Lebih Rp. 561.229.350.441,08

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan
pembiayaan sejumlah Rp 186.972.998.242,16 (Seratus
Delapan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh
Puluh Dua Juta Sembilan ratus Sembilan Puluh
Depalan ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah
Enam Belas Sen) dengan rincian sebagai berikut :



€.

1. Anggaran
Penerimaan
Pembiayaan
Setelah Perubahan  Rp.  460.986.500.633,00
2. Realisasi Rp. 274.013.502.390,84
Selisih Lebih Rp. 186.972.998.242,16

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai
berikut :

1. Anggaran
Pengeluaran
Pembiayaan Setelah
Perubahan Rp. 0,00
2. Realisasi Rp. 0,00
Selisih Rp. 0,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto
sejumlah Rp 186.972.998.242,16 (Seratus Delapan
Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua
Juta Sembilan ratus Sembilan Puluh Depalan ribu Dua
Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Enam Belas Sen)
dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran

Pembiayaan Neto

Setelah Perubahan Rp.  460.986.500.633,00

2. Realisasi Rp. 274.013.502.390,84
Selisih Lebih Rp. 186.972.998.242,16

Selisih anggaran dengan realisasi Koreksi Sisa
Lebih/Kurang Pembiayaan  Anggaran  sejumlah
Rp 9.399.854,95 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Koreksi

Sisa Lebih/Kurang

Pembiayaan

Anggaran Setelah

Perubahan Rp. 0,00
2. Realisasi Rp. 9.399.854.,95

Selisih Rp. 9.399.854,95
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Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih

awal Rp. 211.662.488.299,34
b. Penggunaan

Saldo anggaran

lebih sebagai

Penerimaan

Pembiayaan

Tahun Berjalan Rp. (211.662.488.299,34)

Subtotal Rp. 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang

Pembiayaan

Anggaran Rp. 374.246.952.343,97
d. Koreksi Kesalahan

Pembukuan Tahun

Sebelumnya Rp. 0,00
e. Koreksi Kesalahan

Pembukuan Tahun

Berjalan Rp. 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih
Akhir Rp. 374.246.952.343,97
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf c per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagai
berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 4.466.844.477.361,35

b. Jumlah Kewajiban Rp. 81.091.115.459,87

c. Jumlah Ekuitas Rp. 4.385.753.361.901,48
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.661.733.401.616,33
b. Beban Rp. 1.506.030.874.620,15

Surplus dari
operasional Rp. 155.702.526.996,18
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c. Defisit dari kegiatan

non-operasional Rp. (1.904.404.001,83)
Surplus sebelum pos
luar biasa Rp. 153.798.122.994,35
d. Pos luar biasa Rp. 0,00
e. Surplus Laporan
Operasional Rp. 153.798.122.994,35
Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1

Januari 2021 Rp. 211.687.852.722,34
b. Arus kas bersih dari

aktivitas operasi Rp. 317.668.102.453,31
c. Arus kas bersih dari

aktivitas investasi Rp. (217.425.252.645,23)

d. Arus kas bersih dari
aktivitas pendanaan Rp. 62.351.014.091,50
e. Arus kas bersih dari

aktivitas transitoris Rp. 50.905.822,00
f. Koreksi saldo awal kas Rp. (9.399.854,95)
g. Saldo akhir kas Rp. 374.323.222.588,97
h. Koreksi saldo akhir

kas Rp. 0,00
i. Saldo akhir setelah

koreksi (catatan) Rp. 374.323.222.588,97

j- Saldo akhir kas di

Bendahara Umum

Daerah Rp. 342.186.474.067,97
k. Saldo akhir di

Bendahara

Pengeluaran Satuan

Kerja Perangkat

Daerah Rp. 55.732.689,00
1. Saldo akhir di

Bendahara

Penerimaaan Satuan

Kerja

Perangkat Daerah Rp. 2.038.418,00
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m. Saldo akhir kas Badan Rp. 30.779.238.824,13
Layanan Umum

Daerah Rp. 5.944.854,28
n. Saldo akhir di

Bendahara Kapitasi Rp. 76.270.245,00
o. Saldo akhir kas

lainnya
p. Saldo akhir di Rp. 1.217.523.490,59

Bendahara Bantuan

Operasional Sekolah Rp. 374.323.222.588,97
q- Saldo akhir kas 31
Desember 2021

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

a. Ekuitas awal Rp. 4.191.548.972.528,93
b. Surplus Laporan

Operasional Rp. 153.798.122.994,35
c. Dampak Kumulatif

perubahan

kebijakan kesalahan

mendasar Rp. 40.406.266.378,20
d. Ekuitas Akhir Rp. 4.385.753.361.901,48

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
terdiri atas;

Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan

pemerintahan daerah dan

Organisasi;



13

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran [.4

2) Lampiran II

3) Lampiran III
4) Lampiran IV
5) Lampiran V
6) Lampiran VI
7) Lampiran VII
8) Lampiran VIII
9) Lampiran IX

10) Lampiran X

11)Lampiran XI

12)Lampiran XII

14)Lampiran XIV

15)Lampiran XV
16)Lampiran XVI
17)Lampiran XVII
18)Lampiran XVIII
19)Lampiran XIX

20)Lampiran XX

Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

Rincian APBD menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, dan jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi belanja
menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program,
kegiatan dan sub kegiatan;

Laporan perubahan saldo anggaran
lebih;

Laporan operasional;

Laporan perubahan ekuitas;

Neraca;

Laporan arus kas;

Catatan atas laporan keuangan;
Daftar rekapitulasi piutang daerah;
Daftar  rekapitulasi  penyisihan
piutang tidak tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir
dan penyisihan dana bergulir;
Daftar penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah;

Daftar rekapitulasi realisasi
penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah; 13) Lampiran XIII :
Daftar rekapitulasi aset tetap;
Daftar  rekapitulasi  konstruksi
dalam pekerjaan;

Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Daftar dana cadangan daerah;
Daftar kewajiban jangka pendek;
Daftar kewajiban jangka panjang;
Daftar Sub Kegiatan yang Belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun
Anggaran 2021 dan Dianggarkan
Kembali Dalam Tahun Anggaran
Berikutnya;

Ikhtisar laporan keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah terdiri atas;
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Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca)
Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan
laba/rugi) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2021 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 02 Sept 2022

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 02 Sept 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.
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WAWAN SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR:
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